PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL Sutan Syaheir No. 7 Pontianak 7TR116 ™ (056 1) TMO02, 7TI07TH6 & 108 1) 732970
'Mﬁﬂv'...vlu'hl"' CLayY Im“ s , ‘ ) A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINS! KALIMANTAN BARAT
NOMOR = 910 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

b

-~
-

d,

NUR AL MU'MIN, KABUPATEN SAMBAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINS! KALIMANTAN BARAT

bahwa Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua

komponen masyarakat melalul peran serta dalam penyelenggaraan dan

pengendalian mutu layanan pendidikan,

bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan, khususnya

pelaksanaan program pendidikan menengah universal diperiukan

langkah-langkah strategis untuk percepatan pelaksanaannya agar
pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah dapat
lerwujud pada tahun 2019,

bahwa salah satu langkah strategis dimaksud adalah melaiul fasilitasi
untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengemban
tanggung jawab pendidikan dengan memberikan ljin Operasional Sekoiah,
bagi lembaga pendidikan yang di kelola oleh masyarakat.

bahwa sesuai dengan huruf a, b, dan c di atas, periu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Kalimantan Barat.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106),

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
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1. proposal/studi kelayakan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410),
Peraturan Gubemnur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2016 tentang
kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

serta surat permohonan izin operasional
Sekolah Menengah Kejuruan Swasta NUR AL MU'MIN Sambas kepada
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat

tertanggal 3 Januan 2017,






